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ABSTRAK

Permasalahan pada penelitian ini adalah implementasi lelang yang belum juga
dilaksanakan dari tahun 2023 berupa permasalahan penghapusan Bus Transjakarta
sebanyak 417. Adapun teori kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Untuk
tujuannya yaitu menganalisis bagaimana Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
Daerah Khusus Jakarta melaksanakan penghapusan aset tetap berupa Kendaraan
Dinas Operasional (KDO) melalui mekanisme lelang dalam rangka mewujudkan
prinsip-prinsip good governance (akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan
partisipasi). Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik
pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini adalah syarat, ketentuan, cara, dan mekanisme sudah mewujudkan
prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan
tetapi, masih terdapat tantangan atau hambatan dalam menjalankannya seperti
keterbatasan sistem pemindahtanganan yang baru diimplementasikan pada 2023
dan pemahaman yang belum merata di antara KPD/UKPD mengenai penggunaan
aplikasi e-pemindahtanganan.

Kata Kunci: Penghapusan; Lelang; Good Governance
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ABSTRACT

The problem in this study is the implementation of auctions that have not been
carried out from 2023 in the form of problems in the elimination of 417
Transjakarta Buses. The policy theory used is the Regulation of the Minister of
Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of
Regional Property, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 07 of 2024
concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional
Property, and Government Regulation (PP) Number 28 of 2020 concerning
Amendments to Government Regulation No. 27 of 2014 concerning Management
of State / Regional Property (BMN / D). The purpose is to analyse how the
Regional Asset Management Agency of the Special Region of Jakarta Province
carries out the elimination of fixed assets in the form of Operational Service
Vehicles (KDO) through an auction mechanism in order to realise the principles
of good governance (accountability, transparency, rule of law, and participation).
The method used is qualitative with data collection techniques through interviews,
observation, and documentation. The results of this study are that the terms,
conditions, methods, and mechanisms have realised the principles of good
governance and are in accordance with applicable regulations. However, there
are still challenges or obstacles in carrying it out such as the limitations of the
new alienation system implemented in 2023 and the uneven understanding among
KPD/UKPD regarding the use of the e-transfer application.

Keywords: Abolition; Auction;, Good Governance
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BAB 1
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Reformasi pada berbagai bidang di Indonesia telah membawa perubahan
signifikan pada sistem politik, sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Perubahan
ini memunculkan berbagai tuntutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik. Satu diantara agenda utama reformasi adalah penerapan otonomi
daerah memberikan pemerintah daerah lebih banyak wewenang, termasuk
mengelola keuangan. “Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2024 Pasal 1 Ayat
3, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.”

Pemerintah daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban oleh pemerintah
pusat untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri sesuai dengan
prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari
desentralisasi pemerintahan, dimana pemerintah daerah punya kebebasan dan
lebih banyak tanggung jawab untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di
wilayahnya masing-masing. Dengan adanya kewenangan otonomi daerah,
pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Hal ini mencakup aspek
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menanggapi
kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah tidak
hanya diberi kewenangan administratif untuk melaksanakan otonomi daerah,
tetapi juga diberi pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
yang diperlukan untuk menjalankan otonomi tersebut. Optimalisasi potensi

keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat



dan daerah dan antar daerah ialah dua cara utama yang dapat digunakan untuk
mendukung kewenangan ini.

Pengelolaan BMD ialah bagian penting dari pengelolaan keuangan
pemerintah daerah yang efektif. Pengelolaan BMD menjadi penting sebagai
bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
pengelolaan aset pemerintah daerah. “Menurut Peraturan Pemerintah No. 28
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), pengelolaan BMD
diatur secara menyeluruh termasuk prosedur penghapusan BMD.” Regulasi ini
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan BMD dalam mendukung tata
kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. Peraturan
tersebut mengatur kriteria BMD yang layak dihapus, seperti aset yang rusak, tidak
layak, berlebihan, atau tidak relevan.

Pengelolaan BMD mencakup perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan,
hingga penghapusan aset yang sudah tidak lagi produktif. Pengelolaan BMD juga
memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan suatu daerah karena
berpotensi menjadikan daerah tersebut punya sumber daya yang memadai dan
mampu berkembang, tergantung pada pengelolaannya. Pengelolaan yang
ekonomis, efisien, efektif, dan memenuhi prinsip value for money serta
mengedepankan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bisa
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BMD mencakup barang yang dibeli atau
diperoleh melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau
perolehan lain yang sah. Pengelolaan BMD juga membutuhkan sumber daya
ekonomi, yaitu dana yang dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah daerah.

Dengan pengelolaan BMD, ada keyakinan baru bahwa ke depan akan ada
penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan.
Diharapkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap
pengelolaan keuangan negara akan dicapai melalui pengelolaan modern dan
profesional yang menganut prinsip good governance yang baik. Menurut
Sedarmayanti, (2012) good governance ialah sistem yang memungkinkan

pelaksanaan pemerintahan negara secara efektif dan efisien dengan menjaga



sinergi yang bermanfaat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum.
Prinsip-prinsip ini termasuk akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, dan lain-
lain.(Sedarmayanti, 2012).

Lebih lanjut, pengelolaan BMD juga ialah satu diantara aspek krusial dalam
tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia yang mencakup berbagai aktivitas
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, penerimaan, pengadaan,
penghapusan, penatausahaan, dan lain-lain (Oksantiarozen et al., 2021). BMD erat
kaitannya dengan aset yang ialah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau
dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari berbagai kejadian yang telah terjadi.
Aset-aset ini memiliki nilai sosial dan ekonomi yang dapat dimanfaatkan di masa
depan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Aset BMD tidak hanya
meliputi aset keuangan, tetapi juga aset non-keuangan yang memiliki nilai penting
dalam penyediaan layanan publik. Aset-aset ini dapat diukur dalam satuan uang
dan memiliki fungsi penting dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat,
termasuk pelestarian karena alasan budaya dan sejarah. Dengan demikian,
pengelolaan aset daerah merupakan satu diantara komponen penting dari
manajemen keuangan pemerintah daerah, karena berperan dalam memastikan
pemanfaatan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan
publik.

Aset tetap merupakan satu diantara jenis aset BMD yang ada di pemerintah
daerah. “Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 paragraf
06 (revisi 2011) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, aset tetap
didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan
dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada
pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan selama
lebih dari satu periode akuntansi.” Menurut Fauziah et al., (2021) aset tetap (Fixed
Asset) juga diartikan sebagai aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1
(satu) tahun. Aset tetap ini mempunyai peran penting dalam mendukung
operasional dan aktivitas bisnis perusahaan/instansi dengan menyediakan manfaat
ekonomi berkelanjutan. Pengelolaan aset tetap di sektor publik harus mendapat

perhatian khusus karena ketidakjelasan dalam pelaporan dan pengelolaan aset



tetap dapat menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, terutama terkait dengan
penghapusan aset. Oleh karena itu, manajemen aset tetap di sektor publik
berperan sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut Anugraini & Puryandani (2021), manajemen aset mencakup seluruh
proses yang dimulai dengan perencanaan dan berakhir dengan penghapusan. Satu
diantara bagian penting dalam manajemen aset terhadap pengelolaan BMD yang
menjadi fokus pada studi ini ialah penghapusan aset tetap. “Berdasarkan
Permendagri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah, definisi penghapusan yaitu aktivitas untuk mengeluarkan barang atau aset
milik daerah dari daftar inventaris dengan tujuan membebaskan pengelola barang,
pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administratif
dan fisik terhadap aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelolaan
BMD.” Tujuan dilakukan penghapusan yaitu untuk menghindari pemborosan
sumber daya dan memastikan bahwa aset pemerintah selalu dalam kondisi optimal
untuk menunjang pelayanan publik (Zaki et al., 2020).

Penghapusan bisa dijalankan dengan 2 yaitu pemusnahan dan
pemindahtanganan (penjual yang dilakukan secara lelang, tukar menukar, hibah,
dan penyertaan modal pemerintah daerah). Pada studi ini cenderung berfokus pada
penghapusan aset tetap Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang.
KDO merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan yang berfungsi
untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik. Namun, seiring dengan
berjalannya waktu, kendaraan dinas tersebut dapat mengalami penurunan nilai,
efisiensi, dan efektivitas operasional. Oleh karena itu, penghapusan aset tetap
melalui proses lelang menjadi langkah yang strategis dan diperlukan.

Lebih lanjut, lelang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan
seperti “Permendagri No. 19 Tahun 2016, PP No. 8 Tahun 2020, dan Permendagri
No. 07 Tahun 2024.” Lelang menjadi metode yang paling transparan untuk
memastikan bahwa aset yang sudah tidak dipakai lagi dapat dilepas secara sah

dengan nilai ekonomis yang optimal, dan proses ini terbuka untuk masyarakat



luas. Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah
(BPAD) bertanggung jawab dalam mengelola dan menghapuskan aset-aset yang
sudah tidak lagi efektif digunakan termasuk KDO.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghapusan aset
tetap melalui lelang antara lain menurut Oksantiarozen et al., (2021) menerangkan
hasil berupa penghapusan barang milik daerah di Sekretariat DPRD Kota
Bandung secara efektif dilakukan melalui pelelangan. Jika pelelangan tidak
dilakukan segera, barang akan rusak, hilang, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau bahkan menjadi rongsokan. Kermite et al., (2021) membuktikan hasil berupa
proses penghapusan BMN khususnya kendaraan di Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon masih terkendala dengan
menunggu proses lelang dari KPKNL sehingga membuat proses lainnya
terhambat seperti perencanaan pengadaan dan pemeliharaan.

Selanjutnya, Yustiana et al., (2023) menghasilkan bahwa Dalam proses
pelelangan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang,
Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kendala. Di antaranya ialah lokasi pelelangan
yang sangat jauh, barang lelang yang sangat banyak dan dalam kondisi rusak
parah, dan banyaknya peserta lelang, sehingga pembeli tidak dapat melihat barang
lelang secara langsung dan tidak dapat mengetahui hasil peserta lelang untuk
menentukan harga penawaran. Erlina & Hidajat, (2023) menghasilkan
bahwasanya prosedur yang dilakukan oleh Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok
telah dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa masalah dalam
pelelangan karena harga taksiran barang yang dilelang terlalu tinggi, membuat
peserta lelang tidak tertarik menawar.

Berikutnya, Soesanto et al., (2023) menunjukkan hasil bahwasanya proses
penghapusan BMN di salah satu Kantor Pertanahan Provinsi Jawa Barat
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengajukan proposal ke Pengguna
Barang, dan tidak ada lelang yang berhasil. Junitasari et al., (2024) menghasilkan
yakni untuk menghilangkan aset tetap di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
Kabupaten Badung, Anda harus membuat usulan penghapusan, melakukan

pengecekan barang, dan kemudian melakukan penghapusan sesuai dengan hasil



pengecekan. Barang-barang ini harus dilelang, dipindahtangankan, atau
dimusnahkan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaraanya objek aset
yang dilelang dimana penelitian terdahulu menggunakan objek barang milik
daerah (BMD) pada Sekretariat DPRD, kendaraan di Balai Teknik Kesehatan,
barang rusak pada BBWS, dan aset-aset lain sedangkan penelitian ini berfokus
pada objek Kendaraan Dinas Operasional (KDO). Perbedaan lainnya yaitu terletak
pada lokasi dimana lokasi pada penelitian ini berfokus pada wilayah Provinsi DKI
Jakarta sehingga perbedaan ini dapat menekankan bagaimana pelelangan KDO
dapat menjadi alat untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah secara transparan,
akuntabel, dan efisien.

Dalam upaya mewujudkan good governance, BPAD Provinsi DKI Jakarta
melakukan penghapusan KDO melalui lelang sebagai langkah untuk memastikan
proses pengelolaan aset yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, aset
yang sudah tidak layak guna tidak lagi membebani anggaran pemeliharaan,
sementara hasil dari penjualan dapat dialihkan untuk kepentingan lainnya yang
lebih produktif dan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset yang
ada dan menghasilkan nilai ekonomis dari aset yang dilelang, sehingga dapat
dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat.

Implementasi lelang dalam penghapusan KDO ini sejalan dengan prinsip-
prinsip Good Governance yang menjadi pedoman BPAD, yaitu akuntabilitas,
transparansi, aturan hukum, dan partisipasi. Melalui penerapan prinsip ini, BPAD
Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan aset
daerah dengan cara yang terbuka, sesuai hukum, dan melibatkan partisipasi
masyarakat. Dalam melaksanakan penghapusan aset, BPAD yang dalam hal ini
Pemprov DKI Jakarta mengalami kendala. Fernandez melalui voi.id menjelaskan
meskipun usulan untuk menghapus dan menjual 417 bus Transjakarta telah
diajukan setahun sebelumnya, DPRD DKI Jakarta belum memberikan izin kepada
Pemprov DKI untuk melakukan penghapusan aset dan pelelangan 417 bus
tersebut.

Pemprov DKI mengajukan petisi kepada DPRD DKI Jakarta pada Maret

2024 untuk menghapus aset 417 bus Transjakarta karena bus tersebut rusak, sudah



mencapai usia yang layak untuk dihapus, dan biaya perawatannya lebih mahal
daripada manfaat penggunaannya. Di beberapa depo di wilayah Jakarta Barat dan
Jakarta Timur, 417 unit bus Transjakarta sudah tidak berfungsi lagi. Dari jumlah
bus tersebut, 44 telah mengalami kerusakan yang parah, dengan beberapa hanya
terdiri dari potongan kursi dan velg. Dalam proposal penghapusan aset, Dishub
DKI menyatakan bahwa bus Transjakarta akan dijual atau diserahkan kepada

pihak lain melalui lelang dengan nilai Rp. 21,3 miliar.

Gambar 1.1 Dokumentasi Unit Bus yang Telah Rusak

Sumber: antaranews, 2024

Sampai saat ini, DPRD belum memberikan izin karena Pemprov DKI belum
menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk mengizinkan penghapusan dan
penjualan aset milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Rasyidi, anggota Komisi C
DPRD DKI Jakarta, menyatakan bahwa pihaknya meminta Pemprov DKI untuk
menyelesaikannya. Rasyidi menyatakan bahwa DPRD harus memastikan bahwa
aset bus Transjakarta yang akan dijual tidak lagi berfungsi dengan baik. Ini
dilakukan untuk memastikan bahwa penghapusan aset dilakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku. Selain itu, proyek pengadaan bus Transjakarta telah
menyebabkan kasus hukum. Pada tahun 2013, Udar Pristono, mantan Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta, didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan
armada bus Transjakarta senilai Rp1 triliun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dari skripsi ini ialah
“Penghapusan Aset Tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO)
melalui Lelang Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance di Badan

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta”.



B. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan disusun berdasarkan latar belakang masalah dan
merupakan gambaran singkat mengenai apa yang akan diteliti oleh mahasiswa
dalam penelitiannya. Fokus masalah dapat disampaikan baik dalam bentuk
kalimat tanya maupun pernyataan umum. Adapun rumusan permasalahan yang
terdapat pada penelitian ini yaitu bagaimana cara melaksanakan penghapusan
asset tetap berupa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang dalam
mewujudkan prinsip good governance di Badan Pengelolaan Aset Daerah

Provinsi Daerah Khusus Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki keterkaitan yang erat dengan rumusan
permasalahan. Pada dasarnya, tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh
pengetahuan yang dapat diterapkan secara langsung atau untuk memberikan solusi
terhadap permasalahan pada fokus penelitian. Adapun tujuan penelitiannya ialah
untuk menganalisis bagaimana cara melaksanakan penghapusan aset tetap berupa
Kendaraan Dinas Operasional (KDO) melalui lelang dalam mewujudkan prinsip
good governance di Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus

Jakarta.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ialah kontribusi positif yang dapat dihasilkan dari
penelitian, baik bagi pengembangan pengetahuan di dunia akademik maupun bagi
penerapan praktis di lapangan. diharapkan bahwa temuan studi ini akan membawa
manfaat teoritis dan praktis, seperti yang akan dijelaskan di bawabh ini:
1. Manfaat Akademik
a. Studi ini diharapkan bisa menambah wawasan dan literatur terkait
pengelolaan BMD khususnya dalam aspek penghapusan aset tetap.
Temuan studi ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian
yang akan datang dalam bidang manajemen aset dan tata kelola
pemerintahan.
b. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan masukan
terhadap pengembangan kebijakan terkait pengelolaan dan

penghapusan BMD. Hasil studi ini bisa dipakai sebagai referensi saat



merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam

pengelolaan aset pemerintah daerah.

c. Studi ini dapat membantu memperkuat kerangka konseptual terkait
pengelolaan aset tetap, khususnya dalam konteks regulasi yang
berlaku di Indonesia. Ini juga dapat berfungsi sebagai dasar teori bagi

akademisi atau praktisi yang meneliti topik serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga
Studi ini bisa memberikan rekomendasi konkret yang membantu
lembaga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penghapusan
aset tetap sehingga pengelolaan BMD lebih optimal, transparan, dan
akuntabel.

b. Bagi Jurusan Administrasi Pembangunan Negara Dan Politeknik

STIA LAN Jakarta

Studi ini dapat berguna bagi mahasiswa dan dosen dalam proses
pembelajaran serta dapat digunakan untuk memperkaya materi ajar dan
memperbarui kurikulum sehingga lebih relevan dengan perkembangan

terkini dalam pengelolaan BMD dan kebijakan publik.

c. Bagi Penelitian
Temuan studi ini bisa membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut
yang mempelajari pengelolaan BMD secara lebih mendalam baik dari
segi regulasi, implementasi teknologi, maupun strategi pemberdayaan
SDM dan dapat dipakai sebagai bahan kajian dalam studi selanjutnya
khususnya yang berfokus pada pengelolaan aset, tata kelola

pemerintahan, dan kebijakan publik.



